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Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Upah merupakan 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan 

dan jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Adapun faktanya yang dimana 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengupahan atau jumlah upah dibawah 

standar UMR, apakah dari faktor internal atau eksternal yang membuat pengupahan 

atau pemberi upah diberikan standar UMR pada objek yang penulis teliti.  Melalui 

skripsi ini penulis meneliti bagaimana konsep upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Bagaimana sistem pengupahan atau pelaksanaan upah 

minimum regional bagi pekerja di Skala Coffe and Tea, kontrak kerja serta hal yang 

menyebabkan owner Skala Coffe and Tea memberikan upah dibawah UMR.Penelitian 

ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data 

sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan 

atau menggunakan penelitian lapangan (field research), karena data yang diperoleh dari 

peneliti ini didapatkan melalui wawancara serta buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan bahan hukum primer,dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Didalam hal ini pelaksanaan upah minimum regional bagi pekerja 

Skala Coffe and Tea tidak mengikuti daripada UMR yang sudah ditetapkan oleh 

Gubernur, pelaksanaan upah pada Skala Coffe and Tea sendiri menggunakan sistem 

Rp30.000 perhari dan pembayarannya dilakukan perbulan.  kontrak kerja yang 

diterapkan di Skala Coffe and Tea adalah menggunakan sistem tidak tertulis atau secara 

lisan, serta kendala yang menyebabkan owner Skala Coffe and Tea memberikan upah 

dibawah UMR adalah situasi atau sisi pendapatan belum bisa menutupi pendapatan 

UMR dan juga owner sendiri sadar betul bahwasanya untuk bekerja pekerja maupun 

calon pekerja tidak harus memiliki keahlian khusus apabila dibidang atau bagian 

waiters namun berbeda dibidang barista. 
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2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 
 

  Tanda Nama Huruf Latin 

◌  َ  Fatḥah A 

◌  َ  Kasrah I 

◌  َ  Dammah U 

 
b. VokalRangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 
 

Tanda dan 

Huruf Nama 
Gabungan 

Huruf 

 Fatḥah dan ya Ai ي◌َ  

 Fatḥah dan wau Au و◌َ  
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Contoh: 

 haula :ھول kaifa: كیف

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan      

tanda 

 ي/ا◌َ  
Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

 Kasrah dan ya Ī ي◌َ  

 Dammah dan waw Ū ي◌َ  

 

Contoh: 

لقا : qāla 

مىر : ramā 

 qīla :قیل

 yaqūlu : یقول

4. Ta Marbutah (ة) 

 Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة)hidup 

Tamarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkatfatḥah, kasrah 

dandammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة)mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan. 
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Contoh: 

لافطلااةضور : rauḍahal-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

رةلمنوالمدینةا : al-Madīnahal-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah 

ةحلط :ṭalḥah 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dansebagainya. 

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak 

ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Upah merupakan faktor yang esensial atau dominan yang membawa 

seseorang mau bekerja untuk kepentingan orang lain atau perusahaan. Tanpa 

adanya upah, tidak akan terjalin hubungan kerja antara karyawan dan 

perusahaan. Upah merupakan suatu penerimaan sebagai balas jasa atau imbalan 

dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah ada dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup 

dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan suatu kegiatan produksi.
1
 

Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di 

dalam hubungan industrial hubungan antara buruh dan pengusaha juga memiliki 

perbedaan dan bahkan sering terjadi konflik, terutama apabila berkaitan dengan 

persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing 

pihak yang pada dasarnya memang memiliki perbedaan. Sehingga perlu adanya 

campurtangan dari pemerintah, Di dalam bidang hukum perburuhan yang 

menyangkut hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, 

pemerintah telah ikut campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat 

pengusaha dengan pekerja/buruh diantaranya mengenai penetapan upah 

minimum, maksudnya adalah semua pengusaha dilarang membayar upah kepada 

pekerja/buruh dibawah ketentuan dari upah minimum. Wujud pelaksanaan 

campurtangan pemerintah disini pemerintah pusat itu memberi wewenang 

kepada pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

                                                             
1
 Tri Lestari,“Konsep Standarisasi UMR Dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya 

di Yayasan Pondok Mulya”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.   
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danmengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2
 

Pemberian upah kepada para pekerja akan menciptakan dua sisi situasi 

bagi perusahaan. Disatu sisi perusahaan perusahaan dihadapkan untuk dapat 

memberikan upah yang baik, yang seimbang, adil, tepat, layak dan dinamis agar 

pekerja dapat memperoleh kepuasan
3
. Dalam upaya pemberian upah, perlu 

pemikiran mengenai bentuk dan besarnya upah yang disessuaikan dengan 

kemampuan perusahaan dalam mengembangkan usaha guna memperoleh 

keuntungan. 

Produktivitas tenaga kerja ini merupakan perbandingan antara hasil yang 

dicapai dan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Akan halnya upaya 

peningkatan kualitas mutu pekerja ini dapat dilaksanakan melalui usaha 

peningkatan keterampilan teknis berdasarkan pendidikan  kejuruan dan keahlian 

professional beserta kecerdasan akademis, berdasarkan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian.
4
Prodktivitas tenaga kerja yang berhasil itu ditandai 

dengan adanya andil yang luas dari keuangan dan tunjangan-tunjangan lain atau 

kompensasi diseluruh organisasi.
5
 Dalam suatu organisasi, masalah upah atau 

gaji merupakan hal yang sangat kompleks, namun paling penting bagi karyawan 

maupun organisasi itu sendiri, karena besarnya upah/gaji merupakan 

pencerminan atau  ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Sebaliknya 

besar-kecilnya upah dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan kepuasan 

kerja karyawan.
6
 

                                                             
2
Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 254. 
3
Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,(Jakarta: yayasan Swarna 

Bhumi,1997) hlm. 69. 
4
 Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2002), hlm. 157-158. 
5
Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaiman, (Jakarta: Bumi Askara, 

2005), hlm. 67 
6
Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 2003), hlm. 153 
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Dalam undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

pada pasal 1 ayat (30), yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah 

dilakukan atau akan dilakukan 
7
 

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan 

diterapkan.Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada 

tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan 

menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. 

Ketentuan upah yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 

2003 dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kebijakan pengupahan mulai dari 

pasal 88 s/d 98, secara umum menjelaskan bahwa upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.
8
Upah minimum wajib diberikan oleh 

pengusaha kepada setiap pekerja pada saat pekerja tersebut bekerja 

padanya.Setiap tahun pemerintah menetapkan upah minimum regional 

(UMR/UMP) yang besarnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. 

Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan 

secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro sejalan 

dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan 

kerja, peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan 

                                                             
7
Departemen Tenaga Kerja RI Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, hlm. 4. 
8
Sylvia Dwi Iswari, Apa Hak Kamu Sebagai Karyawan Kontrak, (Jawa-Barat: Lembar 

Langit Indonesia, 2004), hlm. 5. 
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kebutuhan hidup minimalnya. Upah minimum adalah upah yang rendah yang 

harus diterima setiap kali seseorang bekerja pada orang lain. Pasal 92 UU No. 

13 Tahun 2003 memberi amanat kepada pengusaha untuk menyusun struktur 

dan skala upah dengan memperhatikan golongan, masa kerja, pendidikan dan 

kompetensi.Pengusaha juga secara berkala melakukan peninjauan upah dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitasnya.
9
 

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang 

ada masih menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan 

sehingga dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat saat ini. Untuk 

itulah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

pengupahan dinilai aspiratif dalam menjawab persoalan upah. 

 Para pekerja juga perlu memperoleh upah dan jaminan sosial, serta memperoleh 

keselamatan dan kesehatan kerja sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan 

lahir dan batin.Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan menyebutkan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas 

kesepakatan antara pengusahan dan pekerja tidak boleh lebih rendah atau 

bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, karena itu upah yang diterima oleh para pekerja 

meiputi: 

1. Upah minimum 

2. Upah kerja lembur  

3. Upah tidak masuk kerja karena sakit  

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan yang lain diluar 

pekerjaannya. 

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 

 Kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah 

menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar, seperti: 

                                                             
9
Libertus Jaheni, Hak-Hak Karyawan Kontrak, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 

15-17. 
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pangan, sandang dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial 

dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi. 

 Menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari 

upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau 

kabupaten kota (sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah 

minimum berdasarka sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kot (Upah 

Minimum Sektoral, UMS).
10

 Larangan ini juga diatur dalam pasal 15 Peraturan 

Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Upah 

Minimum, serta pasal 2 Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum. 

Dalam sebuah perusahaan seorang pengusaha harus memperlakukan 

karyawan secara wajar, dengan memberikan sarana penunjang yang dapat 

mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap dan prilaku yang sesuai dengan 

apa yang menjadi haknya, dan tidak hanya sebagai pekerja untuk menghasilkan 

barang-barang  atau jasa-jasa bagi kepentingan pribadi pengusaha. 

Untuk menetapkan waktu kerja yang sudah ditetapkan pada UU No 13 

Tahun 2003 pada pasal 77 sudah dijelaskan sebagai berikut: 

1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
11

 

 Adapun Pergub Aceh Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah 

Minimum Provinsi Aceh Tahun 2019 yang dimana ada poin-poin yang 

                                                             
10

Republik Indoensia,Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

KetenagaKerjaan. Pasal 90 Ayat 1 
11

Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek, (Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm.29. 
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mengatur perihal sanksi apabila tidak membayar upah yang sudah ditetapkan 

oleh Pergub itu sendiri diantaranya pada pasal 7 yang berbunyiPengusaha 

dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2. Dan pada pasal 9 yang berbunyi bagi Pengusaha yang melanggar 

ketentuan pembayaran UMP Aceh Tahun 2019 dapat dikenakan sanksi pidana 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 Dari penjelasan diatas membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

daripada judul skripsi ini yang dimana memang pengupahan itu sendiri terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan pengupahan atau jumlah upah dibawah 

standar UMP, apakah dari faktor internal atau eksternal yang membuat 

pengupahan atau pemberi upah diberikan dibawah standar UMP pada objek 

yang akan diteliti. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis dapat merumuskan 

beberaparumusan masalah, diantaranya : 

1. Bagaimana pelaksanaan upah minimum regional bagi pekerja di Skala 

Coffe and Tea ? 

2. Bagaimana kontrak kerja antara pekerja dan pemilik usaha Skala Coffe 

and Tea ? 

3. Apa yang menyebabkan pemilik usaha Skala Coffe and Tea memberikan 

upah dibawah UMR yang sudah ditetapkan oleh gubernur Aceh ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apa kendala yang menyebabkan pemberi pekerjaan 

memberi upah dibwah standar Upah Minimum Regional (UMR) 

2. Untuk mengetahui kontrak kerja antara pekerja dan pemberi pekerjaan 
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3. Untuk mengetahui pelaksanaan Upah Minimum Regional bagi pekerja 

diSkala Coffe and  Tea, Pango Raya, Ulee Kareng Kota Banda Aceh 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan yang didapat oleh peneliti adalah sebagai wawasan atau 

referensi mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang diterapkan di 

salah satu warung kopi di SkalaCoffe and Tea dan sebagai sarana atau  

memberi informasi bagi para pekerja mengenai hak-haknya dalam bekerja. 

2. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan para 

pembaca, penuslis perlu untuk menjelaskan maksud istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul ilmiah ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Sistem  

Kata system dalam bahasa inggris yaitu system, yang berarti susunan, 

system, teratur atau cara.
12

Selain itu, dalam Kamus Pelajar, sistem adalah 

“Susunan unsur yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk 

suatu kesatuan.‟‟
13

Dengan demikian, pengertian sistem dalam pembahasan 

tulisan ini adalah kondisi yang saling terkait antara satu dengan lain unsur 

sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan . 

2. Pengupahan  

Sebagai imbalan terhadap tenaga kerja dan pikiran yang diberikan 

pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja 

                                                             
12

Jhone M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 

2003), hlm. 575. 
13

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 230. 
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dalam bentuk upah. Pengertian upah yaitu harga untuk jasa yang telah diberikan 

oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.
14

 

kriteria yang paling umum digunakan dalam menentukan upah yaitu 

berdasarkan ukuran kesetaraan berupa pembayaran yang sama bagi pekerjaan 

yang sama, ukuran kebutuhan berupa biaya hidup, upah untuk hidup dan daya 

beli, kemudian ukuran kontribusi berupa kemampuan membayar perusahaan dan 

produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Saat ini yang berlaku  adalah 

Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan di masing-masing daerah.
15

 

3. Karyawan  

Karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan jasa 

kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, 

yang mana dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan jasa berupa gaji dan 

kompensasi-kompensasi lainnya. 

4. Kontrak  

Kontrak merupakan suatu yang sakral, yaitu merupakan wujud dari 

kebebasan (freedom of contract) dan kehendak untuk terus memilih (freedom of 

choise).
16

 

5. Skala Coffe and Tea  

Skala coffe and Tea merupakan salah satu warung kopi atau café yang ada 

di Banda Aceh, warung kopi tersebut beroprasi seperti warung kopi pada 

umumnya yang dimana menyediakan tempat untuk menikmati minuman-

minuman dan makanan-makanan yang disediakan oleh owner itu sendiri. 

 

                                                             
14

Sri haryani, Hubungan Industrial Di Indonesia, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 

2002), hlm. 142 
15

Sylvia Dwi Iswari, Apa Hak Kamu Karyawan Kontrak, hlm. 14 
16

H.R. Daeng Naja. S.H, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak 

Bisnis, (Citra Aditya Bakti: 2006), hlm. 249 
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F. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan hasil dari penelusuran kepustakaan Google dan skripsi 

ditemukan beberapa penelitian yang terkait tetapi terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini, seperti : 

1. Maya Risanti, tahun 2012 yang berjudul Pelaksanaan Upah Minimum 

Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant 

Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqih 

Muamalah. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kajian 

penelitiannya yang dimana peneliti tersebut menggunakan perspektif  yang 

ditinjau dari FiqihMuamalah, sedangkan penelitian ini hanya ditinjau dari 

UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaa 

2. Tri Lestari, Tahun 2011 yang berjudul Konsep Standarisasi UMR Dalam 

Ekonomi Islam dan Implementasinya Di Yayasan Pondok Mulya. Yang 

membedakan dengan penelitian ini adalah perbedaan tempat atau lokasinya 

di saat meneliti, peneliti tersebut berlokasi di Yayasan Pondok Mulya, 

Jakarta, sedangkan penelitian ini berlokasi di Skala Coffe and Tea. 

3. Mauliza, Tahun 2012 yang berjudul Sistem Pengupahan Karyawan SPBU 

di Kota Banda Aceh (Analisis Disparatis Upah Menurut UU No.13 Tahun 

2003 dan Akad Ijarah „Ala al-„Amal). Yang membedakan dengan penelitian 

ini adalah perbedaan tempat atau lokasinya di saat meneliti, peneliti tersebut 

melakukan penelitian di SPBU di kota Banda Aceh, sedangkan penelitian 

ini berlokasi di Skala Coffe. 

4. Rahmat Fauza, Tahun 2012 yang berjudul Gaji/Upah Menurut Perspektif 

Ekomomi Islam dan Upah Minimum Provinsi (Studi kasus pada program 

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala). Yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah perbedaan tempat atau lokasinya saat meneliti, peneliti 

tersebut melakukan penelitian di Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 

sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Skala Coffe and Tea. Dan dari 

sudut perspektifnya, peneliti tersebut menggunakan perspektif  Ekonomi 
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Islam, sedangkan pada penelitian pada skripsi ini tidak menggunakan 

perspektif ekonomi Islam 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan atau menggunakan 

penelitian lapangan (field research), karena data yang diperoleh dari peneliti ini 

didapatkan melalui wawancara serta buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan bahan hukum primer,dan bahan hukum sekunder. 

a) Data primer: adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli dan di 

kelola sendiri oleh penulis. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber 

pertama darimana data tersebut diperoleh. Sumber data primer dalam 

kegiatan penelitian ini diperoleh langsung dari salah satu warung kopi di 

Banda Aceh  

b) Data sekunder: merupakan data yang sudah tersedia dari pihak lain atau 

data yang telah dipublikasikan seperti, data sekunder dapat kita peroleh 

dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya informasi yang diperoleh dari 

literature kepustakaan, undang-undang, dan buku-buku yang berhubungan 

dengan permasalahan pada penelitian ini. 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Warung Kopi Skala Coffe and Tea, Jl.Prof 

Ali HasyimiPango Raya, Ule Kareng, Kota Banda aceh, tempat tersebut 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau pelaksanaa Upah Minimum 

Regional (UMR) yang akan diteliti oleh peneliti. Dilokasi ini terdapat empat 

orang karyawan yang bekerja. 
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2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat 

penting dari penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah 

dikumpulkan akan digunakan referensi pada penelitian.
17

Maka adapun 

sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis 

menggunakan observasi dan wawancara. 

 Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan 

data dalam suatu penelitian.Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif 

dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang 

diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai 

fenomena.
18

 

 Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara percakapan 

atau menanyakan langsung antara peneliti dengan owner Skala Coffe and Tea 

dan pekerja di café tersebut yang berhubungan dengan sestem pengupahan 

pekerja Skala Coffe and Tea. Untuk mendapatkan informasi, peneliti 

menggunakan teknik guidance interviewyaitu proses Tanya jawab lisan yang 

diarahkan pada suatu masalah dimana sebelum wawancara penulis telah 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden 

dan informan. Tektik ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti saat 

melakukan wawancara dengan pihak Skala Coffe and Tea. 

1. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam 

pengumpulan data-data dengan teknik wawancara penulis 

menggunakan kertas dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara 

dengan owner Skala Coffe and Tea dan para pekerjanya, serta 

                                                             
17

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147. 
18

Marzuku Abu Bakar, Metode Penelitian, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58 
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keterangan-keterangan yang berhubungan dengan system 

pengupahan pekerja dicafe tersebut. 

2. Pedoman penulisan 

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang 

digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, antara lai 

referensi sebagai berikut: 

a. Undang-undang 

b. Jurnal Hukum 

c. Buku-buku yang menjadi acuan penulis 

d. Artikel 

e. Internet 

f. Buku pedoman penulisan skripsi 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan ini agar penelitian lebih terarah maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 Bab satu, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, penjelasan istilah, 

kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, pada bab ini membahas tentang pelaksanaan UMR yang tidak 

sesuai yang dilakukan di Skala coffe and tea beserta penjelasan-penjelasan 

mengenai UMR atau ketenagakerjaan yang terdapat didalam UU No 13 Tahun 

2003. 

 Bab tiga, pada bab ini membahas tentang paparan dan penjelasan dari 

hasil penelitian mengenai ketidaksesuaian didalam memberi upah kepada 

pekerja ditinjau dari ketentuan UMR suatu wilayah.  

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil 

penelitian srkipsi dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB DUA 

LANDASAN TEORITIS UPAH/GAJI DAN KETENAGAKERJAAN 

 

A. Penjelasan Umum Tentang Upah dan Gaji 

 Pada  masyarakat luas atau Indonesia sendiri upah merupakan suatu hal yang 

berkenaan atau hubungan timbal balik dengan pekerjaan atau konteks 

bekerjanya seseorang terhadap suatu perusahaan dan sebagainya. Upah itu 

sendiri mempunyai pengertian yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

ialah, “uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 

sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
19

 

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapka dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan jasa yang telah 

dilakukan atau akan dilakukan.
20

Menurut ekonomi konvensial, ada yang 

membedakan pembayaran tenaga kerja pada dua pengertian, yakni gaji dan 

upah, istilah gaji biasa digunakan pada instansi pemerintah dan istilah upah 

biasa digunakan perusahaan-perusahaan swasta.
21

 

1. Pengertian Upah dan Gaji 

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul karena kontrak 

kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya.Upah menunjukkan 

penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang 

                                                             
19

Pusat Bahasa DepDiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), edisi ke-3, hlm. 120-121. 
20

Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, hlm. 4 
21

F. Winarni dan G. Sugiyarso, Admistrasi Gaji dan Upah, (Yogyakarta: Pustaka 

Widyatama, 2006), cet ke-1, hlm. 16. 
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dilakukan.Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau natura, atau dalam 

bentuk tunainatura.
22

 

Menurut pasal 1 angka 30 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, upah 

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu pejanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23

 

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasipnal, upah adalah sebagai suatu 

penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta fungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.
24

 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan.
25

 

Upah adalah sebuah kesanggupan dari perusahaan untuk menilai 

karyawannya dan memposisikan diri dalam benchmarking dengan dunia 

industry, perusahaan wajib memiliki kerangka dasar sistem pengupahan yang 

baku& standard untuk dijadikan acuan dalam pembicaraan negosiasi gaji. 

Tujuan utama dari ini adalah untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi 

                                                             
22

Ibid, hlm. 9. 
23

Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta Barat: Indeks, 2011), hlm. 29. 
24

Baharuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga  Keuangan 

Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 248 
25

Oktav P. Zamani, Pedoman Hubungan Industrial, (Jakarta: PMM, 2011), hlm.25 
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serta memuaskan karyawan agar tetap bertahan dan berkarya di perusahaan 

kita
26

 

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-

undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pemberi dan penerima kerja.
27

 

Menurut veithzal Rivai, upah merupakan imbalan finansial langsung 

yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang 

dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.
28

 

Meurut Purnomo, upah adalah jumlah keseluruhan yang diterapkan 

sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa 

atau syarat –syarat tertentu.
29

 

Menurut Iman Supomo, upah adalah pembayaran yang diterima oleh 

buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.
30

 

Menurut peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang perlindungan 

upah, upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh 

untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan melalui persetujuan 

atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 

                                                             
26

Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia, 

2010), hlm.8-9 
27

Pengertian upah menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 10 oktober 2019 dari situs: 

http://upah.blogspot.com/2011/pengertian-upah-menurut-para-ahli.html 
28

Veithzal Rizai, Islamic Human Capital, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), hlm. 785 
29

Purnomo, dikutip oleh Veithrizal Rizai, Islamic Human Capital, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2009), hlm. 785. 
30

Iman Supomo , Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 179. 
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kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh 

sendiri maupun keluarganya. 

M.Abdul Manan, seorang ahli ekonomi komteporer juga menjelaskan, 

bahwa upah adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah kebutuhan hidup yang 

sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari 

kerjanya.
31

Pekerja yang kaya atau miskin tetap diberi imbalan baik atau buruk, 

sebanding dengan harga yang nyata dan bukan harga nominal atas jerih 

payahnya. 

Afzalurrahman juga berpendapat bahwa upah adalah harga yang 

dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor 

produksi lainnya.
32

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhannya 

upah mengandung maksud dan tujuan yang sama. Upah adalah suatu imbalan 

atas kerja atau manfaat yang dikerahkan oleh pekerja kepada si pemberi kerja, 

yang mana upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, sesuai dengan 

peraturan pengupahan yang dimuatkan dalam UU ketenagakerjaan/peraturan 

Gubernur mengenai penetapan upah, baik dalam bentuk uang maupun barang 

lainnya dari pihak lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kelayakan hidup 

bagi buruh. Yang dibayar pada awal atau sesudah pekerjaan dilakukan. 

Gaji adalah bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada 

karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.Dari sudut pandang 

pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sumber daya manusia dalam menjalankan operasi, dan karenanya 
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disebut dengan biaya personal atau biaya gaji.Dalam akuntansi, gaji dicatat 

dalam akun gaji.
33

 

Istilah lain dari gaji adalah honor dan upah. Gaji, honor ataupun upah 

dapat diterima pegawai dilingkungan kantor atau tempat kerja milik negara atau 

tempat swasta. Pekerjaannya bisa berupa sebagai PNS (pegawai negeri sipil) 

atau pegawai swasta (tenaga honorer) yang bekerja di kantor milik Negara. 

Untuk PNS gaji dihitung tetap bulanan, sedangkan tenaga honorer lebih tepat 

jika gajinya (honornya) dihitung sesuai jumlah kerjanya atau jumlah beban 

tugasmya. Misalnya seorang tenaga pengajar honorer hanya punya beban 

mengajar dua jam dalam seminggu dengan honor sebesar Rp.2.500,- perjam, 

maka dalam masa empat minggu atau sebulan ia hanya akan mendapat honor 

sebesar Rp.120.000,- selama empat minggu atau sebulan.
34

 

Perhitungan gaji atau honor bagi tenaga pengajar honorer tersebut lebih 

tepat dibandingkan dengan tenaga pengajar honorer yang didasarkan harian, 

padahal beban mengajarnya hanya dua jam sehari(sebagai contoh yayasan) yang 

ujung-ujungnya akan membebani negara. Begitu juga jika tenaga honorer tidak 

masuk, maka honornya harus dipotong sesuai “kebolosannya”.
35

Dalam lingkup 

pegawai negeri, gaji memiliki definisi, yakni pengeluaran untuk kompensasi 

yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah 

dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36

 

Menurut Veitzal Rivai, gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang 

diterima karyawan yang bersifat tetap sebagai konsekuensi dari kedudukannya 
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sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja dan Yovita Iardiwati, gaji adalah 

balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari 

kedudukannya sebagai pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai 

tujuan organisasi dan dapat dikatakan bahwa gaji adalah sebagai bayaran tetap 

yang diterima oleh pegawai.
37

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaji adalah imbalan balas 

dalam bentuk uang yang diterima pada periode tertentu sebagai konsekuensi dari 

kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga 

dan pikiran dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Jenis-jenis Upah dan Gaji 

Berikut ini adalah pembagian upah menurut kesepakatan para pihak: 

a. Upah sistem waktu  

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standard 

waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan.Besarnya upah sistem waktu 

hanya didasarkan pada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi 

kerjanya.
38

 

b. Upah sistem hasil (output) 

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang 

dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan 

kilogram.Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada 

banyaknya hasil yang dikerjakan bukan pada lamanya waktu 

pengerjaannya.
39
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c. Upah sistem borongan  

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya 

jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. 

Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, 

lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya.
40

 

d. Upah minimum 

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 

pokok termasuk tunjangan tetap. Berdasarkan memori penjelasan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999 Tentang Upah 

Minimum Pasal 89, upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk 

kelompok lapangan usaha beserta penbagiannya menurut klasifikasi 

lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa 

provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum 

regional daerah yang bersangkutan. Upah minimum tersebut kemudian 

ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari 

Dewan Pengupahan Provinsi.
41

 

e. Upah kerja lembur 

Pengertian upah kerja lembur adalah upah yang diberikan pengusaha 

sebagai imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas 

permintaan pengusaha yang melebihi dari jam hari kerja (Tujuh jam 

sehari dan empat puluh jam seminggu) atau pada hari istirahat mingguan, 

hari-hari besar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini berarti seorang 

pekerja/buruh telah bekerja melebihi empat puluh jam seminggu, maka 

pekerja buruh yang bersangkutan berhak menerima upah lembur, 

membayar upah lembur merupakan kewajiban pengusaha, apabila 
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pekerja/buruh telah melaksanakan pekerjaan melebihi ketentuan jam 

kerja (empat puluh jam seminggu).
42

 

Berdasarkan kesepakatan para pihak, gaji dapat dibagi menjadin tiga 

bagian, yaitu: 

a. Gaji pokok adalah manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas 

prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan. Gaji 

menurut prestasi kerja sering juga disebut dengan gaji sistem hasil. 

Penggajian dengan cara ini dikaitkan secara langsung antara besarnya 

gaji dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh anggota kepolisian 

yang bersangkutan.
43

 

b. Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada 

pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang 

gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, 

bantuan liburan, dan skema pembelian saham.
44

 

c. Insentif adalahInsentif adalah bentuk pembayaran langsung yang 

dikaitkan langsung dengan kinerja dan gainsharing, yang juga 

dikaitkan dengan kinerja dan diartikan sebagai pembagian 

keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau 

penghematan biaya
45

 

3. Tujuan pemberian upah/gaji 

a. Menarik karyawan untuk bekerja. Perusahaan harus dapat 

memberikan kompensasi, baik finansial maupun nonfinansial secara 
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kompetitif bagi tenaga kerja, agar calon tenaga kerja tertarik untuk 

bekerja pada perusahaan . 

b. Menahan agar karyawannya tidak berpindah pekerjaan. 

c. Memberi motivasi kerja.
46

 

d. Ikatan kerja sama. Dengan pemberian upah dan gaji terjalinlah ikatan 

kerja sama antara pemilik/pengusaha dengan karyawan. Karyawan 

harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan 

pemilik/pengusaha wajib membayar upah dan gaji sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati. 

e. Kepuasan kerja. Dengan upah dan gaji, karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik, status social, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

f. Pengadaan efektif. Jika program upah dan gaji ditetapkan cukup 

besar, pengadaan karyawan yang qualifieduntuk perusahaan akan 

lebih mudah. 

g. Motivasi. Jika program upah dan gaji ditetapkan cukup besar, 

manajer akan mudah memotivasi karyawannya. 

h. Stabilitas karyawan. Dengan program upah dan gaji atas prinsip adil 

dan layak serta eksternal konsistensi dan kompentatif, maka stabilitas 

karyawan lebih terjamin karena turnover kecil. 

i. Disiplin. Dengan pemberian upah dan gaji yang cukup besar, maka 

disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta 

menaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

j. Pengaruh serikat buruh. Dengan program upah dan gaji atas prinsip 

adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetatif, maka 

stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnoverrelative kecil dan 

perpindahan ke perusahaan sejenis dapat dihindarkan. 
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k. Pengaruh pemerintah. Jika program upah dan gaji sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku (seperti batas upah minimum), 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan.
47

 

 

B. Penjelasan Ruang Lingkup Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja.Dengan demikian, 

hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan 

perjanjian kerja adalah sesuatu yang kongkrit, nyata. Dengan adanya perjanjian 

kerja, maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain perikatan yang lahir 

karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut 

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan 

kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah (pasal 1 

angka 5 UUK). 

1. Perjanjian Kerja 

  Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan, bahwa hubungan kerja 

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

Jadi, hubungan kerja yang dimaksud oleh UU No. 13 Tahun 2003 ini adalah 

suatu perikatan kerja yang bersumber dari perjanjian dan ini tidak 

mencakup perikatan kerja yang bersumber dari undang-undang. 

  Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketentuan perjanjian kerja yang 

ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 merupakan bagian dari hubungan kerja 

atau ketenagakerjaan, bukan bagian dari hukum perjanjian, karena itu 

ketentuan perjanjian kerja bukan hukum pelengkap. Arti bahwa ketentuan 

perjanjian kerja bukan hukum pelengkap adalah ketentuan perjanjian kerja 

bersifat memaksa, yaitu tidak dapat tidak diikat, artinya ketentuan 

perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan tersebut wajib ditaati atau 

diikuti.Para pihak dalam perjanjian kerja tidak dapat membuat perjanjian 
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kerja menyimpang dari ketentuan peraturan undang-undang 

ketenagakerjaan.Hukum ketenagakerjaan bersifat memaksa, yaitu tidak 

dapat dikesimpangkan oleh para pihak dalam membuat perjanjian kerja 

karena perjanjia kerja adalah merupakan bagian hukum ketenagakerjaan, 

bukan bagian dari hukum perjanjian. 

 Pasal 52 menetapkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; penjelasan 

pasal 52 menjelaskan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak 

yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. 

Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang 

tua atau walinya; 

c. Adanya pekerjaan yang dijanjikan; 

d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 kiranya merupakan tiruan dari pasal 

1320 KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menetapkan 

bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal.
48

 

2. Kesepakatan 

  Penjelasan pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 tentang kesepakatan adalah 

cukup jelas.Apakah yang dimaksud dengan kesepakatan memang sudah 

cukup jelas bagi semua orang?Memang sukar memberikan penjelasan 

tentang kesepakatan ini.Misalkan seorang pengusaha berkata kepada 
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seorang tenaga kerja bahwa diperusahaannya ada lowongan pekerjaan dan 

mengatakan apakah orang tersebut mau bekerja di perusahaannya.Lalu 

orang tersebut manyatakan mau.Apakah dalam hal ini telah terjadi 

kesepakatan? Jawabannya pasti belum terjadi kesepakatan, karena 

mengenai apa yang disepakati itu belum jelas, seperti pekerjaannya apa dan 

berapa pembayarannya belum disepakati. 

  Intinya, dalam perjanjian kerja, suatu kesepakatan terjadi kalau pihak 

pengusaha setuju untuk mempekerjakan tenaga kerja tersebut dengan 

pekerjaan tertentu yang sudah diberitahukan kepada tenaga kerja itu dan 

juga pekerja itu setuju untuk menerima pekerjaan itu dengan jumlah 

pembayaran tertentu yang disepakati.Mengenai hal-hal lain, seperti jam 

kerja (kecuali untuk jam kerja malam atau diluar kebiasaan), yang sudah 

diatur dengan peraturan perundang-undangan kiranya tidak mencakup 

sebagai hal yang harus disepakati dahulu agar terjadi kesepakatan. 

3. Kemampuan atau Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum 

Penjelasan pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 tentang kemampuan atau 

kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah „para pihak yang mampu atau 

cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian‟.Pasal 1329 KUHPer. 

Menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-

perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. 

Pasal 1330 KUHPer. Menyatakan siapa-siapa yang tidak cakap, yaitu: 

a. Orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang. 

  Orang yang belum dewasa merupakan orang yang tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum atau perikatan karena alasan: 

a. Orang belum dewasa itu umumnya belum memiliki harta kekayaannya 

sendiri karena belum bekerja, karena itu ia belum mampu untuk dapat 
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memberikan pertanggung jawab atas perikatan yang dibuatnya yang 

secara hukum dijamin dengan harta pribadi dari pihak perjanjian; 

b. Orang belum dewasa itu keadaan jiwanya atau pribadinya masih belum 

stabil/mantap sehingga dianggap masih belum dapat mengambil 

keputusan dengan benar. 

 Orang yang ditaruh dibawah pengampunan adalah sebenarnya merupakan 

orang dewasa, karena secara usia merupakan orang yang cakap atau mampu 

melakukan perbuatan hukum atau perikatan, tetapi karena keadaan orang 

tersebut, misalnya pikirannya kurang waras atau suka menghambur-

hamburkan atau memboroskan uang sehingga sering dalam keadaan tidak 

sadar untuk bisa mengambil keputusan yang benar, maka orang dewasa 

tersebut sama dengan orang yang belum dewasa, karena itu orang yang 

seperti orang tersebut dapat dimintakan untuk diampu, artinya status hukum 

orang tersebut disamakan seperti orang yang belum dewasa (walaupun 

sebenarnya ia telah dewasa), karena itu ia tidak dapat melakukan perikatan. 

Pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa seseorang ditaruh dibawah 

pengampuan adalah hakim pengadilan negeri, karena permohonan untuk 

pengampuan ditujukan kepada pengadilan negeri (pasal 436 HUHPer).
49

 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hubungan Kerja 

Dari waktu kewaktu masalah  hubungan kerja dalam industrial semakin 

luas dan kompleks. Sekarang hubungan kerja dalam hubungan industrial juga 

melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya 

masyarakat.Untuk mengakui dan mengukuhkan keterlibatan para pihak yang 

dimaksud, diperlukan pemahaman yang benar tentang hubungan kerja sistem 

hubungan industria.Dengan pemahaman yang benar, diharapkan bisa 

diwujudkan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, yaitu situasi 
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dimana pekerja dapat bekerja dengan tentram dan pengusaha/pemberi kerja 

dapat berusaha dengan tenang.
50

 

  Hubungan industrial adalah seluruh hubungan kerja sama antara semua 

pihak yang tersangkut dalam proses produksi barang dan jasa di suatu 

perusahaan. Dengan demikian, filosofi hubungan kerja dalam hubungan 

industrial adalah menganut asaz kemitraan.Tidak ada satu pihak, baik 

pengusaha/pemberi kerja maupun pekerja, yang dapat memaksakan 

kehendaknya.Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif 

semacam itu, prinsip keadilan, kejujuran dan keterbukaan dalam segala aspek 

hubungan kerja harus selalu dikemukakan.
51

 

  Yang dimaksud dengan hubungan kerja, menurut Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (15), adalah 

hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja berdasarkan 

perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan 

demikian hubungan kerja baru bisa terjadi apabila para pihak yang mengadakan 

hubungan kerja yaitu pekerja dan pengusaha/pemberi kerja sepakat untuk 

mengadakan hubungan kerja.
52

 

  Pekerjaan menunjukan objek dari hubungan kerja.Upah merupakan 

konsekuensi logis (kewajiban) dari pengusaha/pemberi kerja.Sementara itu 

perintah merupakan hak pengusaha/pemberi kerja.
53

 

 Hubungan kerja adalah bentuk hubungan hukum yang lahir antara pekerja dan 

pengusaha/pejabat.Hubungan kerja biasanya dituangkan didalam perjanjian 

yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.Isi perjanjian tidak boleh 
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bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
54

 

  Hubungan kerja tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja yang 

dibuat secara tertulis atau secara lisan.Perjanjian merupakan hubungan hukum 

antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang beritikad baik untuk 

menimbulkan suatu hubungan hukum.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja dan pengusaha/pejabat yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajibanpara pihak.
55

 

  Dengan diadakannya perjanjian kerja maka terjalin hubunga kerja antara 

pemberi kerja dengan penerima kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya akan 

berlaku ketentuan tentang hukum perburuhan, antara lain mengenai syarat-syarat 

kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian 

perselisihan dan pemutusan hubungan kerja. 

  Ketentuan yang tercakup dalam hukum perburuhan, bersumber dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan (kaidah heteronom) dan ketentuan lain 

yang dibuat oleh pihak-pihaknya (kaidah otonom), yang diadakan dalam bentuk 

peraturan yang dibuat oleh perusahaan (peraturan perusahaan) atau diadakan 

perjanjian antara pekerja dengan pengusaha (perjanjian kerja) atau antara serikat 

pekerja dengan pengusaha (perjanjian kerja bersama).
56

 

2. Mekanisme dan Prosedur Pelaksaan Hubungan Kerja 

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur 

sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.
57

 Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa yunani mechaneyang 

memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk 
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membuat sesuatu dan dari kata mechosyang memiliki arti sarana dan cara 

menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang 

dapat dijelaskan menjadi bebrapa pengertian. 

Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian 

dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem tanpa 

disengaja menghasilkan kegianatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan 

tujuan.Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan 

dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin 

tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
58

 

Pengertian prosedur menurut Baridwan (2009:3) “Prosedur adalah suatau 

urut-urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang 

seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-

ulang.   

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan tau operasi 

yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu 

memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, contohnya prosedur 

kesehatan dan keselamatan kerja
59

 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah.
60

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan hubungan kerja 

disini adalah serangkaian atau sistem bagaimana jalannya suatu hubungan kerja 

yang diterapkan di Skala Coffe and Tea. Sebagaimana yang sudah dijelaskan 

oleh owner atau pelaku usaha dari Skala Coffe and Tea yang pertama adalah 

bekerja untuk kafe itu, yang dimaksud adalah bagaimana seseorang menjalankan 
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tugasnya atau bekerja di Skala Coffe and Tea benar-benar memiliki niat untuk 

memajukan warung kopi tersebut. Bisa membuat para pelanggan merasa tertarik 

untuk kembali mengunjungi warung kopi tersebut karena pelayanan yang 

maksimal atau memiliki niat yang kuat untuk dapat meyakinkan pelanggan 

tersebut merasa puas. Yang kedua adalah adanya unsur kekeluargaan, yang 

dimaksud adalah memiliki rasa empati, peduli dan rasa kerjasama yang baik 

terhadap sesama pekerja maupun owner Skala Coffe and Tea, agar terciptanya 

suatu hal yang positif baik di lingkungan ketika sedang bekerja maupun diluar 

jam kerja. Yang ketiga adalah disiplin, disiplin disini jelas harus dimiliki oleh 

setiap pekerja dimanapun, seperti yang sudah dijelaskan oleh owner Skala Coffe 

and Tea, beliau memberi penjelasan bahwasanya pekerja yang ia pekerjakan 

harus memiliki rasa tanggung jawab ketika sedang melakukan pekerjaan, seperti 

tepat masuk kerja, peka terhadap pelanggan yang baru saja datang atau bisa 

dikatakan langsung melayani dengan mendatangi pelanggan tersebut. Yang 

keempat adalah profesioanl, profesional sebagai perangkat atribut-atribut yang 

diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang 

diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor 

pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan 

tugasnya. Yang kelima adalah jujur, yang dimaksud adalah ketika sedang 

melakukan pekerjaan harus memiliki sifat jujur yang sangat kuat karena itu yang 

diutamakan didalam melakukan suatu pekerjaan, terutama di Skala Coffe and 

Tea, sebagai contoh jujur didalam pengelolaan uang masuk ke meja kasir, 

karena di Skala Coffe and Tea tidak memiliki pekerja khusus yang duduk di 

meja kasir itu sendiri. Dari situ salah satu cara owner kafe tersebut untuk 

menilai para pekerjanya. Dan yang terakhir adalah mempunyai ahli atau skil di 

bidangnya seperti barista, disini yang dimaksud adalah memiliki keahlian 

khusus untuk mengolah suatu minuman apakah itu kopi maupun teh dan 



30 

 

 

sebagainya yang dapat diterima dengan baik oleh para pengunjung sebagai 

penikmat kopi atau minuman lainnya yang tersedia di kafe tersebut.
61

 

3. Karakter dan Syarat Penerimaan Pelaksanaan Hubungan Kerja 

Setiap perusahaan memiliki karakter dan syarat penerimaan pelaksanaan 

hubungan kerja yang berbeda-beda, ditinjau dari segi apa yang diperjual belikan 

atau yang dipasarkan kemasyarakat luas. Didalam hal ini Skala Coffe and Tea 

memiliki karakter dan syarat penerimaam pelaksanaan hubungan kerja sebagai 

berikut; 

Yang pertama adalah tidak diutamakannya ijazah, namun bukan berarti 

orang tersebut tidak memiliki keahlian, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi 

adalah orang yang cukup umurnya untuk melakukan pekerjaannya di kafe 

tersebut.Yang kedua professional, profesional sebagai perangkat atribut-atribut 

yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja 

yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor 

pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan 

tugasnya. Ketiga adalah berpengalaman, berpengalaman disini adalah ketika 

seseorang pernah melakukan suatu pekerjaan dibidang yang sama atau di bidang 

yang dibutuhkan oleh owner kafe tersebut, dengan kata lain dia mampu 

menguasai pekerjaan yang akan diberikan. Tetapi disini owner kafe tersebut 

memberi kesempatan bagi para pekerja yang belum memiliki pengalaman 

bekerja sama sekali dengan catatan ia mau untuk belajar agar bisa bekerja 

dengan baik di kafe tersebut dengan araha-arahan yang diberikan oleh owner 

kafe.
62

 Yang terakhir adalah komitmen, Salancik (Amstrong, 2006) mengatakan, 

komitmen adalah suatu keadaan dengan mana seorang individu menjadi terikat 

olehnya melalui tindakan dengan keyakinan sehingga ia bertahan untuk 
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beraktifitas dan terlibat didalamnya. Tiga fitur dari perilaku yang penting dalam 

mengikat individu untuk tindakan mereka yaitu: visibilitas tindakan, sampai 

sejauh mana hasil yang tidak dapat dibatalkan, dan sejauh mana orang tersebut 

melakukan tindakan sukarela. Komitmen dapat ditingkatkan dan di manfaatkan 

untuk mendapatkan dukungan dengan tujuan dan kepentingan organisasi melalui 

cara-cara seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan.
63

 

4. Upah Pekerja 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 

atau akan dilakukan.
64

 

Didalam hal ini owner kafe sendiri memberikan upah perhari sebesar Rp 

30.000 (Tiga Puluh Ribu) rupiah perhari, namun berbeda dengan uang makan. 

Pemilik kafe sendiri menyediakan makanan ditempat, dengan kata lain pekerja 

bisa saja memakan makanan tersebut yang sudah disediakan oleh pemilik kafe.
65

 

 

C. Unsur-Unsur Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja 

Unsur-unsur hubungan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Adanya pekerjaan, yaitu objek perjanjian sehingga menjadi faktor paling 

utama timbulnya perjanjian kerja; 

2. Adanya upah, yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan; 
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3. Adanya perintah, yaitu hak pengusaha/pemberi kerja dan merupakan 

kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan 

pengusaha, dan merupakan bagian akhir dari unsure-unsur hubungan kerja.
66

 

Unsur-unsur perjanjian kerja sebagai beikut: 

1. Adanya unsur work atau pekerjaan, didalam suatu perjanjian kerja tersebut 

haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh 

pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan mana yaitu yang 

dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan pedoman pada 

perjanjian kerja. Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian 

kerja tersebut, pada pokoknya wajib untuk melakukannya sendiri. Sebab 

apabila para pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaannya itu, untuk 

dilakukan sendiri atau menyuruh pada orang lain untuk melakukannya, 

akibatnya hal tersebut akan sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian kerja. 

2. Adanya unsur service atau pelayanan, bahwa dalam melakukan pekerjaan 

yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja 

harusla tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus 

tunduk dan dibawah perintah orang lain, si majikan. Dengan adanya 

ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa sipekerja dalam melaksanakan 

pekerjaannya berada dibawah wibawa orang lain, yaitu si majikan. 

3. Adanya unsur time atau waktu tertentu, bahwa dalam melakukan hubungan 

kerja tersebut, harusla dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu 

dalam melakukan pekerjaan, pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari 

si majikan dan juga boleh dilakukan dalam kurun waktu seumur hidup, juka 

pekerjaan tersebut dilakukan selama hidup dari pekerja tersebut, disini 
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pribadi manusia akan hilang, sehingga timbullah apa yang dinamakan 

perbudakan dan bukan perjanjian kerja. 

4. Adanya unsur pay atau upah, jika seseorang yang bekerja, dalam 

melaksanakan pekerjaannya bukan bertujuan untuk mendapatkan upah, akan 

tetapi yang menjadi tujuannya adalah selain upah, maka pelaksanaan 

pekerjaan tersebut sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian 

kerja. Selanjutnya jika seseorang yang bekerja tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan manfaat bagi diri si pekerja dan bukan untuk bertujuan 

mencari upah. Maka unsur keempat dalam suatu perjanjian kerja ini, yaitu 

unsur pay tidak terpenuhi. Contoh dari ketentuan tersebut, misalnya dalam 

hal perjanjian kerja praktek dari seorang pelajar atau mahasiswa. Mereka 

dalam melaksanakan masa prakteknya, misalnya mahasiswa dari Akademi 

Perhotelan dan Pariwisata, maka sewaktu mahasiswa tersebut berpraktek di 

suatu hotel, walaupun mereka telah bekerja dan dibawah perintah orang lain 

serta dalam waktu-waktu tertentu pula.
67

 Adapun unsur-unsur perjanjian 

kerja lainnya, ialah sebagai berikut : 

5. Adanya pekerjaan (arbeid); 

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah prestasi yang harus di 

lakukan oleh pihak penerima kerja.Pekerjaan tersebut harus dikerjakan 

sendiri oleh pekerja yang menerima pekerjaan dan tidak boleh dialihkan 

kepada pihak lain (bersifat individual). 

6. Adanya unsur dibawah perinah (in dienst/gezag verhouding); 

Dengan adanya unsur dibawah perintah menjadikan pihak penerima 

kerja sangat tergantung pada perintah/instruksi/petunjuk dari pihak pemberi 

kerja.Walaupun pihak penerima kerja mempunyai keahlian atau 

kemampuan sendiri dalam hal melakukan pekerjaannya, sepanjang masih 

ada ketergantungannya kepada pihak pemberi kerja, dapat dikatakan bahwa 

                                                             
67

Djumaidi, S.H., M.Hum, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,2006), hlm. 36-40. 



34 

 

 

masih ada hubungan sub ordinasi (hubungan diperatas), penerima kerja 

berada dibawah perintah pemberi kerja. 

7. Adanya upah tertentu (loon); 

Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh 

pekerja sebagai penerima kerja. Upah dapat berbentuk uang atau bukan 

uang (in natura) Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal:  jumlah 

senyatanya yang diterima oleh pekerja, atau dari segi riil: kegunaan upah 

tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Upah minimum 

dilaksanakan dengan menentukan jumlah minimal tertentu yang harus 

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas kerja yang 

dilakukan.Sistem pemberian upah, biasanya berdasarkan atas waktu atau 

hasil pekerjaan, yang pada prinsipnya dengan mengacu kepada hukum, 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kebiasaan 

yang ada dalam masyarakat.
68

 

Berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja sebagaimana dimaksud 

dalam bidang kesehatan kerja, yaitu mengenai batas waktu maksimal 

seseorang untuk melakukan pekerjaan, untuk kelebihan waktu kerja 

diperhitungkan sebagai upah lembur.Begitu pula bila dikaitkan dengan hak 

pekerja untuk beristirahat, maka dikenal adanya upah pengganti.Beberapa 

prinsip yang umum ada dalam masyarakat dalam kaitan dengan upah ini, 

adalah : 

a. Upah implisit dalam setiap hubungan kerja (yaitu bahwa dalam setiap 

hubungan kerja selalu terkait dengan masalah upah); 

b. Adanya asas non diskriminasi, tidak ada perbedaan dalam hal upah; 

c. Prinsip “no work no pay”, diberlakukan dengan pengecualiannya; 
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d. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja dapat memperjanjikan 

mengenai upah, asalkan lebih menguntungkan bagi pihak pekerjanya; 

e. Larangan pembelanjaan upah (truck stelsel); 

f. Dalam hal ada potongan terhadap upah, maka harus dengan persetujuan 

pekerja yang bersangkutan; 

g. Penerapan dend, potongan, ganti rugi, dan lain sebagainya yang akan 

diperhitungkan dalam upah, tidak boleh lebih dari 50%. 

h. Adanya waktu (tijd); 

Unsur waktu dalam hal ini adalah adanya suatu waktu untuk 

melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan 

yang diberikan oleh pemberi kerja.Penentuan waktu dalam suatu perjanjian 

kerja dapat terkait dengan jangka waktu yang diperjanjikan, lama waktu 

yang diperjanjikan, lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan, atau waktu yang dikaitkan dengan hasil pekerjaan, kejadian 

tertentu atau suatu perjalanan /kegiatan. Bertolak dari waktu ini, maka 

perjanjian kerja dapat dibedakan antara: 

a. Perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu bahwa waktu untuk melakukan 

telah ditentukan dalam perjanjian. Semula ketentuan mengenai 

perjanjian kerja waktu tertentu ini dimaksudkan untuk membatasi 

kesewenang-wenangan pihak pemberi kerja yang beranggapan bahwa 

pekerja (yang bekerja dibawah perintahnya) dapat diperlakukan sama 

dengan budak. Perkembangan selanjutnya, adanya batasan dalam jangka 

waktu hubungan kerja, agar penggunaan waktu tertentu ini tidak 

mengganggu kelancaran pelaksanaan kerja. Serta kemungkinan 

berkembangnya alih daya (outsourcing)  

b. Perjanjian kerja dengan batas waktu (sampai batas maksimum); Dalam 

suatu perjanjian kerja dimungkinkan untuk mengadakan aturan mengenai 
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batas usia tertentu untuk melaksanakan pekerjaan, yang disebut dengan 

masa “pensiun”.
69

 

 

D. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja berakhir apabila: 

1. Pekerja meninggal dunia; 

2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap;atau 

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 

yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
70
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BAB TIGA 

A. GAMBARAN UMUM SKALA COFFE AND TEA 

Nongkrong di warung kopi sudah menjadi tradisi bagi orang Aceh, 

warung kopi tidak saja berfungsi sebagai tempat minum kopi, tetapi juga 

sebagai pusat untuk mendapatkan berbagai informasi, membuat forum diskusi, 

ajang perkuliahan dan juga tempat rapat (meeting), serta sebagai tempat curhat 

sesama teman. Dulu, yang menikmati kopi di warkop-warkop adalah orang tua-

tua saja, bahkan banyak orang tua melarang keras anaknya nongkrong di warung 

kopi, apabila ada orang tua yang kebetulan duduk di warung kopi tersebut 

melihat anak-anak yang lagi nongkrong, maka mereka akan mengusirnya. 

Sekarang kebiasaan nongkrong di warung kopi tidak lagi didominasi oleh satu 

kalangan saja, tetapi sudah milik semua golongan dalam masyarakat Aceh, 

khususnya yang berdomisili di kota Banda Aceh. 

kopi adalah bagian dari irama kehidupan dan dianggap teman setia para 

kaum muda dan tua di kota Banda Aceh. Secara sosio-cultural, hampir semua 

kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga kalangan elit, selalu minum di 

warung kopi. Kebiasaan ngopi di warung kopi bagi remaja muslim di kota 

Banda Aceh tidak mutlak disebabkan oleh rasa dan aroma kopi yang disajikan, 

tetapi lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk berinteraksi. Buktinya, sebagian 

besar warung kopi yang ada di kota Banda Aceh hanya menyediakan minuman 

kopi berbahan baku kopi Robusta. Padahal, bagi penikmat kopi sejati, mereka 

pasti akan mencari warkop atau cafe yang menyediakan kopi arabica, karena 

aromanya yang tajam dan rasanya yang lebih nikmat.
71

 

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat gaya hidup 

masyarakat Aceh membuat atau beradaptasi dengan adanya hal-hal baru. 

Seperti halnya dibidang kuliner atau minuman, contoh dalam hal warung kopi, 
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yang dulunya hanya menyediakan minuman kopi, kopi susu atau sanger  dan 

olahan dasar kopi lainnya sekarang mulai banyak bermunculan cafe-cafe yang 

ada di Banda Aceh khususnya, disitu banyak menu minuman yang berbahan 

dasar kopi dengan dengan campuran-campuran yang tujuannya membuat cita 

rasa dari kopi tersebut semakin nikmat disajikan. Bukan hanya para orang tua 

saja namun untuk semua kalangan terutama para remaja dan orang dewasa. 

 Skala coffe and tea sendiri sudah berdiri semenjak tahun 2015 hingga sekarang 

yang dikelola oleh bapak Jamhuri, ruko dua pintu dan dua lantai tersebut 

memiliki suasana yang cozy atau nyaman untuk menikmati secangkir kopi 

didampingi makanan-makanan yang disediakan di café tersebut. Skala Coffe 

and Tea memiliki fasilitas seperti warkop-warkop pada umumnya yang ada di 

Banda Aceh. Untuk fasilitas skala coffe and tea memiliki fasilitas seperti 

mushala, free Wifi, meeting room, rooftop dan Gofood untuk para pelanggan 

yang ingin memesan via online, untuk menu yang disediakan di Skala Coffe 

and Tea itu sendiri beraneka minuman dan makanan, salah satunya adalah kopi 

Arabica yang dimana menggunakan biji kopi pilihan asli Gayo, seperti yang 

kita ketahui bahwa kopi Arabica sendiri memiliki rasa yang sangat strong, ini 

cocok untuk para pecinta kopi karena rasanya yang sangat kuat dan nikmat. 

Banyak varian olahan kopi yang bisa memanjakan para penikmat kopi di 

warkop tersebut dan juga terdapat minuman-minuman segar lainnya seperti 

berbagai macam teh dan soft drink, untuk jam operasional Skala Coffe and Tea 

mulai buka pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 00.00. Disamping itu tentu 

memiliki berbagai macam makanan seperti nasi goreng, nasi ayam penyet, nasi 

ayam geprek, mie Aceh dan snek-snek lainnya. Untuk pekerja yang bekerja di 

Skala Coffe and Tea terdiri dari 4 (empat) orang, dibagi menjadi 2 shift, yaitu 

2 orang pada shift ppagi dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00, 

sedangkan shift malam dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 00.00.
72
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B. Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Pekerja di Skala Coffee 

andTea 

Manusia bekerja untuk memperoleh upah atau imbalan yang akan 

mereka pakai untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Sering terjadi bahwa 

pekerja memiliki tanggungan diluar diri mereka seperti keluarga dan sanak 

saudara.Hal ini mengakibatkan beban yang mereka tanggung menjadi semakin 

berat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan upah bagi keselamatan dan 

masa depan pekerja beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. 

Upah merupakan hak pekerja yang harusnya dapat memenuhi kebutuhan 

mereka dan keluarganya.Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan 

memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, 

kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.
73

 Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia upah diartikan sebagai bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa 

atau ongkos tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang lain, hasil sebagai akibat 

dari pekerjaan.
74

 

Upah juga merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang dan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas atau 

pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan. Upah 

dalam teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun 

mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha.
75

 

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), sistem 

pengupahan yang baik harus memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan 

pekerja. Namun tetap harus memperhitungkan kemampuan pengusaha agar 
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proses produksidari industri tetap berjalan normal dan memberikan keuntungan 

bagi pengusaha
76

 

Penetapan Upah Minimum diawali mulai pada tahun 1999 dengan 

terbitnya peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: per-

01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999. Upah Minimum menggunakan istilah 

Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR TK II).Untuk Upah Minimum 

Sektoral dengan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR TK 

I) untuk tingkat provinsi dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II 

(UMSR TK II) untuk tingkat kabupaten/kota.
77

 

Berkaitan dengan masalah upah, upah menjadi perhatian yang serius di 

antara banyak pihak, seperti pekerja sebagai penerima upah, pengusaha sebagai 

pembayar upah, dan pemerintah sebagai yang mengatur ketetapan upah.Begitu 

pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan 

yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi 

pengupahan yang adil. Bagi pekerja yang memberikan jasanya kepada 

pengusaha, upah merupakan penghasilan yang akan dugunakan untuk memenuhi 

segala kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

Peraturan pengupahan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan dijekaskan ketentuan upah dalam pasal 91, 

yaitu: 

1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah 

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih 

rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
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kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar 

upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
78

 

Disparitas upah adalah perbedaan upah yang diberikan oleh pemberi 

upah/pengusaha yang ditinjau berdasarkan struktur dan skala upah dangan 

memperhatikan golongan (jenis pekerjaan), jabatan, masa kerja, pendidikan, dan 

kompetensi.Besar kecilnya upah di suatu perusahaan, tidak bisa dilihat dan 

diukur hanya dari satu atau beberapa aspek saja. Dengan perkataan lain, besar 

kecilnya upah pekerja/buruh di suatu perusahaan atau pada suatu jabatan 

tertentu, sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain misalnya: 

a. Faktor lamanya masa kerja 

b. Faktor profesionalisme  

c. Faktor tinggi-rendahnya produktivitas, atau besar kecilnya produk yang 

dihasilkan. 

d. Faktor volume dan beban kerja serta besar-kecilnya resiko pekerjaan. 

e. Tinggi-rendahnya jabatan terkait wewenang dan tanggung jawab 

seseorang pekerja/buruh. 

f. Tinggi-rendahnya kualifikasi pendidikan.
79

 

Pelaksanaan upah pada Skala Coffe and Tea sendiri menggunakan sistem 

Rp30.000 perhari dan pembayarannya dilakukan perbulan. Disini owner 

menerapkan sistem apabila melakukan bolos atau tidak masuk kerja, upah para 

pekerja akan dipotong sesuai dengan para pekerja tidak masuk atau tidak 

bekerja, apakah itu sehari, duahari dan seterusnya. Namun demikian, para 

pekerja dipersilahkan oleh owner Skala Coffe and Tea untuk makan secara free 

atau katakanlah “uang makan”, owner mempersilahkan para pekerja untuk 
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menikmati makanan tersebut sebagai bentuk makan makanan sehari-hari seperti 

makan pagi, siang ataupun malam. 

Apabila diperkirakan atau dihitung, uang makan tersebut sudah 

menyentuh harga Rp20.000 untuk uang makan pekerja saja.Dan untuk fasilitas 

tempat tidur atau tinggal, owner bersedia menampung para pekerja di ruko 

tersebut pada lantai dua, namun rata-rata para pekerja di Skala Coffe and Tea 

memiliki tempat tinggal sendiri yang membuat mereka tidak menggunakan 

fasilitas tersebut.Namun ada beberapa yang menggunakan fasilitas 

tersebut.Dalam hal ini owner memiliki atau memberi nilai lebih kepada pekerja 

lama, karena dianggap loyal.Untuk itu owner menambahkan dari segi upah, 

seperti menaikkan upah sebesar Rp35000 dari upah normal.
80

 

Dan ada penambahan upah atau upah ekstra apabila di Skala Coffe and 

Tea mengadakan atau pelanggan menggunakan tempat tersebut untuk 

melakukan seperti meeting dan lain-lain.Otomatis para pekerja harus 

menyiapkan tempat khusus untuk berlangsungnya kegiatan tersebut, seperti 

mengatur kursi, meja, makanan minuman dan lain-lain. Didalam hal ini pekerja 

dan pemberi kerja telah melakukan yang namanya negosiasi terkait upah yang 

akan diberikan sebelum melakukan pekerjaan yang diberikan. Jadi dengan kata 

lain para pekerja melakukan pekerjaannya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada 

paksaan dari pemberi kerja. 

 

C. Kontrak Kerja Antara Pekerja dan Pemilik Usaha Skala Coffe and Tea 

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu 

contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan 

overeenscomstrecht. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah 

perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis 
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perjanjian tertentu.Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek 

tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, 

tentunya akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan 

berkembang dalam sebuah market. Di dalam berbagai market tersebut maka 

akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku 

usaha. Ada pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, 

beli sewa, leasing, dan lain-lain. Michael D. Bayles mengartikan contract of law 

atau hukum kontrak adalah might then be taken to be the law pertaining to 

enporcement of promise or agreement. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai 

aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau 

persetujuan.Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Baylestidak melihat 

pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual.Tahap ini merupakan tahap 

yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah 

disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.
81

 

Kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan sarana pendahulu 

sebelum berlangsungnya hubungan kerja yang mencerminkankeadilan bagi 

pengusaha maupun bagi pekerja karena keduanya akan terlibat dalam suatu 

hubungan kerja. Pertama-tama harus dikemukakan bahwa Hukum Perjanjian ini 

adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.Hal janji adalah 

suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena Hukum 

Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas 

janji seorang. Dalam Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara ada juga beberapa 

hal, dimana suatu janji seorang merupakan unsur, seperti dalam hal kejahatan 

“penggelapan” dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P), 

atau dalam hal kepegawaian Negara akan tetapi hal-hal seperti ini sedikit 
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jumlahnya. Sedang dalam Hukum Perdata dapat dikemukakan sekelompok dari 

peraturan-peraturan hukum, yang berdasarkan atas janji seorang.
82

 

Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan salah satu bidang 

kajian hukum yang selalu berkembang seirama dengan pertumbuhan 

masyarakat.Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah 

karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan 

pesatnya transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak 

lainnya.Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai badan hukum 

publik, tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik, 

namun dapat juga melakukan suatu perbuatan hukum di bidang 

keperdataan.Apabila pemerintah melakukan perbuatan hukum di bidang 

keperdataan, maka pemerintah tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam 

bidang hukum perdata.Selain itu, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya 

hukum kontrak adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (party 

autonomy), yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.Kebebasan itu, meliputi 

kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan kontrak 

dengan siapa pun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratannya, 

serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis.
83

 

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, 

yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka 

suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang 

membuatnya.
84
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Berdasarkan hasil wawancara bersama owner Skala Coffe and Tea, cafe 

tersebut melakukan kontrak kerja antara pekerja menggunakan sistem tidak 

tertulis atau secara lisan.Pada sesi kontrak tersebut pemilik usaha terlebih dahulu 

menjelaskan apa-apa saja yang harus dikerjakan atau menjelaskan tata krama 

didalam bekerja.Disini beliau sangat menekankan kejujuran dan disiplin didalam 

bekerja, artinya agar terciptanya kepercayaan antara pekerja dan beliau sendiri 

selaku pemilik usaha, dan juga harus responsif didalam melayani 

pelanggan.Tidak boleh lalai dengan kegiatan sendiri seperti bermain 

handphone.Apabila kedapatan lalai didalam pekerjaan maka pemilik usaha 

langsung melakukan peneguran terhadap pekerja tersebut ditempat. Untuk jam 

kerjanya sendiri, pemilik usaha membagi dua shift, yang pertama pagi dari 

pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan shift malam dari pukul 17.00 

sampai pukul 00.00 WIB. Terlepas dari itu pemilik usaha juga meminta untuk 

menyerahkan KTP untuk dicek dan nomor telepon untuk disimpan agar lebih 

mudah untuk berkomunikasi.Didalam hal ini biasanya pekerjalah yang datang 

untuk menawarkan diri agar dapat bekerja di Skala Coffe and tea, apabila 

sedang membutuhkan pekerja baru atau membuka lowongan bagi para 

pekerja.Dan untuk upah sendiri, sudah ditetapkan oleh pemilik usaha, pekerja 

tidak dapat melakukan negosiasi.Apabila calon pekerja merasa cocok dengan 

tawaran yang diberikan maka terjalinlah kesepakatan kerja tersebut, dan apabila 

calon pekerja merasa tidak cocok, maka tidak ada paksaan bagi pemilik usaha 

untuk mempertahankan calon pekerja tersebut.
85
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D. Kendala Yang Menyebabkan Pemilik Usaha Skala Coffe and Tea 

Memberikan Upah Dibawah UMR Yang Sudah Ditetapkan Oleh 

Gubernur Aceh 

 Kriteria yang paling umum digunakan dalam upah yaitu berdasarkan 

ukuran kesetaraan  berupa pembayaran yang sama bagi pekerjaan yang sama, 

ukuran kebutuhan berupa biaya hidup, upah untuk hidup dan daya beli, 

kemudian ukuran kontribusi berupa kemampuan membayar perusahaan dan 

produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Saat ini yang berlaku adalah 

Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan masing-masing daerah.
86

 

Untuk UMP di Aceh sendiri pada tahun 2020 ini adalah Rp3.165.031 dan UMK 

Kota Banda Aceh padan tahun 2020 adalah Rp3.200.000, berdasarkan surat 

edaran Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. 

 Penetapan kebijakan upah minimum dalam hal perlindungan upah saat 

ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu 

keseragaman upah, baik secara regional/wilayah-provinsi atau kabupaten/kota, 

dan sector wilayah propinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.Dalam 

menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, 

baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama dengan upaya 

pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, 

peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan 

minimalnya.
87

 

 Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik usaha Skala Coffe and 

Tea, beliau menjelaskan kendala yang membuat Skala Coffe and Tea atau 

pemilik usaha ini memberikan upah dibawah standard UMR. Yang pertama 

bahwa beliau sadar apabila bekerja di café tersebut pekerja maupun calon 

pekerja tidak harus memiliki keahlian khusus apabila dibidang atau bagian 

waiters namun berbeda dibidang barista atau dapur, karena apabila dibidang 
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barista ataupun dapur, harus memiliki skil khusus agar dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik seperti membuat atau meracik minuman dibidang 

barista dan membuat makanan dibagian dapur. Namun demikian beliau 

menjelaskan bagi siapapun yang ingin bekerja di cafe tersebut bisa dari kalangan 

mana saja, artinya tamatan apapun bisa bekerja dicafe tersebut dengan catatan 

sudah cukup umur, seperti tamatan SMP, SMA maupun sarjana sekalipun.  

Selanjutnya adalah, situasi atau sisi pendapatan belum bisa menutupi 

pendapatan sesuai standar UMR, artinya di cafe tersebut pemilik usaha sendiri 

belum mampu membayar para pekerja sesuai standar yang sudah ditetapkan 

upah minimum dikarenakan pelanggan atau pengunjung yang tidak terlalu 

ramai.Kendala tersebut memang sangat lumrah terjadi di bidang usaha cafe 

maupun warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh.
88

 Namun demikian ada 

beberapa alasan yang membuat para pekerja tetap mau bekerja dicafe tersebut, 

yang pertama berdasarkan hasil wawancara bersama saudara Fuad (19 tahun) 

tamatan SMA, alasan pertama saudara Fuad mau bekerja ditempat tersebut  

adalah menambah uang jajan, diusianya yang masih19 tahun untuk saat ini 

saudara Fuad tidak melanjutkan pendidikan dibangku kuliah, dikarenakan faktor 

ekonomi, orang tua saudara Fuad tidak mampu untuk membiayai Fuad 

berkuliah, faktor tersebut juga menjadi salah satu alasan saudara Fuad bekerja di 

Skala Coffe and Tea hingga saat ini. Alasan selanjutnya adalah mencari 

pengalaman, mencari pengalaman adalah alasan selanjutnya saudara Fuad, 

karena disamping itu fuad secara langsung akan mengasah mentalnya untuk 

melayani para pelanggan. Terlepas dari itu semua, saudara Fuad memiliki 

kemauan sendiri untuk dapat bekerja di Skala Coffe and Tea karena ia sadar 

akan keadaan keluarganya yang kurang mampu disektor ekonomi.
89

 Yang kedua 

berdasarkan hasil wawancara bersama saudara Afdal (26 tahun) tamatan S1 
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Akuntansi Unmuha, beliau menjelaskan alasan mau bekerja dicafe tersebut 

adalah sempitnya atau susahnya lowongan pekerjaan, hal tersebut membuat 

saudara Afdal tetap ingin menyambung hidup, terlebih situasi pendemi sekarang 

ini, dan saudara Afdal merupakan perantau asal Lhokseumawe yang membuat 

beliau harus terus tetap bekerja. Alasan selanjutnya sesuai pengakuan saudara 

Fuad adalah beliau adalah orang yang tidak betah berada dirumah atau ingin 

terus bekerja, terlebih usianya yang terus bertambah.
90

 Yang ketiga saudara 

Rusdi (30 tahun) tamatan S1 Biologi Serambi, berdasarkan hasil wawancara 

bersama beliau, beliau menyatakan alasan mau bekerja di café tersebut hingga 

saat ini adalah, merasa nyaman melakukan pekerjaannya dan mencari uang 

untuk kebutuhan hidupnya sekaligus terus mencari pengalaman adalah alasan 

selanjutnya, beliau adalah perantau asal Abdya dan tinggal diasrama khusus 

pendatang dari Abdya. Beliau juga menyebutkan alasan mengapa ia belum 

menikah dikarenakan tidak adanya atau belum tersedianya modal.
91

 

 Atas pengakuan atau alasan para pekerja tersebut dapat dikatakan bahwa 

mereka sadar apa alasan yang menyebabkan mereka mendapatkan upah dibawah 

standar upah minimum, dan mereka tau persis keadaan cafe Skala Coffe and Tea 

tidak atau belum mampu untuk memberi upah sesuai dengan standar upah 

minimum. Dan juga mereka tau bahwasanya untuk dapat bekerja dicafe tersebut 

tidak harus memiliki skil khusus seperti katakanlah pegawai pada instansi 

pemerintah. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyajikan beberapa kesimpulan 

yang dimana mengenai sistem pengupahan terhadap pekerja Skala Coffe and 

Tea dalam perspektif  UMR pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. Adapun beberapa kesimpulan  yang dapat diambil 

adalah: 

1. Pelaksanaan upah minimum regional bagi pekerja Skala Coffe and Tea 

tidak mengikuti daripada UMR yang sudah ditetapkan oleh Gubernur. 

Pelaksanaan upah pada Skala Coffe and Tea sendiri menggunakan 

sistem Rp30.000 perhari dan pembayarannya dilakukan perbulan. 

Owner menerapkan sistem apabila melakukan bolos atau tidak masuk 

kerja, upah para pekerja akan dipotong sesuai dengan para pekerja tidak 

masuk atau tidak bekerja, apakah itu sehari, duahari dan seterusnya. 

Sistem pengupahan pada pekerja Skala Coffe and Tea diterapkan 

berdasarkan sistem upah jam kerja atau shift, dan upah sudah terlebih 

dahulu ditetapkan diawal perjanjian kerja oleh pemilik usaha Skala 

Coffe and Tea. 

2. Berdasarkan hasil wawancara bersama owner Skala Coffe and Tea, cafe 

tersebut melakukan kontrak kerja antara pekerja menggunakan sistem 

secara lisan atau bisa dikatakan tidak tertulis diatas kertas. kontrak 

kerja/perjanjian kerja seperti yang telah kita ketahui adalah suatu 

perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, 

baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang 

memuat syarat-syarat kerja. Pada sesi kontrak tersebut pemilik usaha 

terlebih dahulu menjelaskan apa-apa saja yang harus dikerjakan atau 

menjelaskan tata krama didalam bekerja  
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3. Yang menyebabkan Skala Coffe and Tea memberikan upah dibawah 

UMR adalah, situasi atau sisi pendapatan belum bisa menutupi 

pendapatan UMR dan juga owner sendiri sadar betul bahwasanya untuk 

bekerja pekerja maupun calon pekerja tidak harus memiliki keahlian 

khusus apabila dibagian waiters namun berbeda dibagian barista atau 

dapur, karena apabila dibidang barista ataupun dapur, harus memiliki 

skil khusus agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik seperti 

membuat atau meracik minuman dibidang barista dan membuat 

makanan dibagian dapur. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap sistem pengupahan terhadap 

pekerja Skala Coffe and Tea berdasarkan analisis disparitas upah menurut UU 

No. 13 Tahun 2003, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Seharusnya pengusaha cafe mampu menciptakan inovasi baru, 

apakah dari segi menu, rasa, dekorasi agar dapat menciptakan 

suasana yang lebih nyaman, dari situ agar dapat menarik pelanggan 

untuk terus berdatangan dan mampu memberi upah kepada pekerja 

setidaknya dapat memenuhi kebutuhan atau standar kelayakan yang 

sudah ditetapkan pada UU No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. 

2. Seharusnya pekerja mampu bekerja sama atau berkolaborasi dengan 

baik dengan pemilik usaha untuk dapat memajukan cafe tersebut agar 

dapat mendapat atau memberi upah yang bisa dikatakan mampu 

memenuhi standar kelayakan kebutuhan hidup seperti yang sudah 

ditetapkan oleh UMP/UMK.  
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Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Seperti apa pelaksanaan upah minimum di cafe Skala Coffe and Tea ? 

2. Bagaimana kontrak kerja di cafe Skala Coffe and tea ? 

3. Apa yang menyebabkan pemilik usaha memberikan upah dibawah standard 

UMR ? 

4. Jam operasional Skala Coffe and Tea ? 

5. Shift daripada pekerja ? 

6. Menanyakan nama para pakerja di cafe tersebut ? 

7. Asal daerah para pekerja dicafe tersebut ? 

8. Tempat tinggal pekerja ? 

9. Tamatan sekolah atau kuliah ? 

10. Alasan daripada mau bekerja dicafe tersebut ? 
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Lampiran 5 : Foto pada saat wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama bapak Jamhuri (owner Skala Coffe and Tea) 
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Pembuatan minuman kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu menu minuman dari Skala Coffe and Tea 

 
Salah satu menu makanan di Skala Coffe and Tea 
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Suasana di Skala Coffe and Tea 

 
 
 


